
SALINAN 

 

BUPATI SOPPENG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI SOPPENG 
NOMOR : 48 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
    STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

     DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

BUPATI SOPPENG, 

 

Menimbang :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang 

dan Jasa Tahun Anggaran 2023;    

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822);  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA 

BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2023. 
 

        

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Soppeng selaku pemegang 

kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. 

8. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan 

rincian kebutuhan barang milik daerah untuk 

menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar 

dalam melakukan tindakan yang akan datang. 



9. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen 

perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

10. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH 

adalah harga satuan setiap unit barang jasa yang 

berlaku di daerah yang ditetapkan berdasarkan 

pembakuannya dalam 1 (satu) periode tertentu. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

program kegiatan SKPD Pemerintah Daerah serta 

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 

12. Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Soppeng adalah Patokan harga 

satuan berbagai jenis barang dan jasa untuk 

penyusunan RKA-SKPD dan/ atau dalam perencanaan 

Kebutuhan di lingkungan Pemerintah yang standar dan 

ditetapkan oleh Bupati. 

 

                 Pasal 2  

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini 

sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan 

dokumen perencanaan dan pelaksanaan APBD. 

                                      

     Pasal 3 

 SSH dalam perencanaan anggaran, berfungsi sebagai : 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat 

dilampaui dalam penyusunan RKA - RKPD; 

b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju;  

c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD; 

d. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat 

dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;  

e. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang 

dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk 

karena adanya kenaikan harga Pasar; 

f. Barang/ Jasa yang tidak terakomodir dalam SSH 

tetap mengacu pada harga Pasar pada saat 

pembelian; dan 



g. Kesesuaian harga yang ada pada SSH menjadi 

tanggungjawab SKPD pengusul. 

 

Pasal 4 

(1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam 

perencanaan dan pelaksanaan APBD yaitu SSH yang telah 

disurvei. 

(2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
                  

 

               Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. 

 

Ditetapkan di Watansoppeng 
pada tanggal  9 Juni 2023 

BUPATI SOPPENG, 

 
                   ttd 

 

A. KASWADI RAZAK 
 

Diundangkan di Watansoppeng 

pada tanggal  9 Juni 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,  
 

ttd 
 
A. TENRI SESSU 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR  48 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

MUSRIADI, SH.MM 

 

 

JABATAN PARAF 

Sekretaris Daerah  

Staf Ahli    

Asisten III   

Kepala BPKPD  


